
SALINAN 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 8 TAHUN 2025 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINS JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 8 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 

TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Bersama 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024, 

Nomor: 3015/KPTS/M/2024, Nomor: 600.10-4849 
Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota 

Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah; 

b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan persetujuan 
bangunan gedung, Peraturan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan 

disesuaiakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang 

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;



Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6628); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan 

Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 44); 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG 
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN 

GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok 
Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi 
Persetujuan  Bangunan Gedung  Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Depok 
Tahun 2024 Nomor 91) diubah sebagai berikut: 
1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, 

yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IIIA 

PERCEPATAN PELAYANAN PBG 

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7A 

(1) Pemerintahan Daerah Kota menerbitkan PBG untuk 

membangun rumah tinggal tunggal sederhana bagi 

MBR yang menggunakan desain prototype/purwa 

rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi 

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2). 

(20 MBR mendapatkan pembebasan pembayaran 

Retribusi PBG melalui surat ketetapan retribusi 

daerah yang ditetapkan oleh Pejabat. 

(3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tercantum dalam standar operasional 

prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

(4) Pemerintah Daerah Kota menerbitkan PBG untuk 

Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi 

MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa 

rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dipenuhi 

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2). 

(5) Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) 

jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas 

mall pelayanan publik menyampaikan informasi 

kepada pemohon terkait kendala keterlambatan.



Pasal IT 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 17 Maret 2025 

WALI KOTA DEPOK, 

ttd. 

SUPIAN SURI 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 17 Maret 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

ttd. 

NINA SUZANA 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 8 

DENGAN ASLINYA 



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK 
NOMOR 8 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA 
NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG 
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN 

BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN RENDAH 
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